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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 





Nama Huruf Latin Nama 




ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik 
dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
xi 
 
ص ṣad ṣ es (dengan titik 
dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik 
dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik 
dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik 
dibawah) 
ع „ain  apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah   Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 





Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a A 
َ ا Kasrah i I 
َ ا ḍammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥah dan 
     
ai a dan i 
 َو fatḥah dan 
wau 
au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 








Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 









 َي… / َ ا 
…. 
Fatḥah dan alif 
atau      
  a dan garis 
di atas 
ي Kasrah dan    ī i dan garis 
di atas 




ت ام : m ta 
ًمر : ram  
ميق : qīla 








4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah (t). sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭf l 
ةهض افنا ةىيدمنا : al-madīnah al-f ḍilah 
ةمكحنا  : rauḍah al-aṭf l 
5. Syaddah (Tasydīd) 
S addah atau tas dīd  ang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tas dīd   ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اىبر : rabban  
اىيجو : najjain  
قحنا : al-ḥaqq 
معو : nu”ima 
ودع : „duwwun 
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Jika huruf  ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ـــــؠ  , maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī  
Contoh: 
يهع : „Ali  bukan „Ali   atau „Al   
يبرع : „Arabī  bukan „Arabi   atau „Arab   
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  
لا  alif lam ma‟arifah   Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
Contoh : 
سمشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةن زنازنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسهفنا  : al-falsafah 
دلابنا : al- bil du 
 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof   „   han a berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 





نورمات : ta‟murūna 
عىىنا : al-nau‟ 
ءيش : s ai‟un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an  dari al-Qur‟ n , Alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓil l al-Qur‟ n 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah”  ang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍ  ilaih  frasa nominal , ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
الله هيد    dīnull h  الله اب  bill h 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jal lah, ditransliterasi dengan huruf  t  contoh:  





10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh: 
Wa m  Muḥammadun ill  rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‟a linn si lallaẓī bi bakkata mub rakan 
Syahru Ramaḍ n al-lażī unzila fih al-Qur‟ n 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Far bī 
Al-Gaz lī 
Al-Munqiż min al-Ḋal l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 
Abū  bapak dari  sebagai nama kedua terakhirn a, maka kedua nama terakhir 
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itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 
referensi. Contoh:  
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 
Abū al-Walīd Muḥammad  bukan: Rus d, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥ mid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥ mid  bukan: 
Zaīd, Naṣr Ḥ mid Abū   
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥ nahū wa ta‟ l  
saw.  : ṣallall hu „alaihi wa sallam 
M  : Masehi 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imr n/3: 4 





Nama  :  Mardas   
Nim   :  10500113240 
Jurusan :  Ilmu Hukum 
Judul : “Kekuatan Hukum Putusan Mediator Dalam Perkara Perdata 
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bulukumba)” 
Skripsi ini berjudul “Kekuatan Hukum Putusan Mediator Dalam Perkara 
Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Bulukumba)”. Dimana dalam skripsi ini 
terdiri dari 2 (dua) submasalah yakni Bagaimana proses mediasi perkara perdata 
hingga jatuhnya putusan di Pengadilan Negeri Bulukumba, dan Bagaimana kekuatan 
hukum putusan mediasi di Pengadilan Negeri Bulukmba. Untuk menyelesaikan sub 
masalah tersebut, maka digunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari 
studi dokumen, wawancara, dan observasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian Field Research. 
Penelitian ini bertujuan untuk menegtahui bagaimana kekuatan hukum 
putusan mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di 
Pengadilan Negeri Bulukumba.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses mediasi di Pengadilan Negeri 
Bulukumba melalui beberapa proses, antara lain: Proses pra mediasi, proses mediasi, 
dan proses akhir mediasi. Didalam proses akhir mediasi akan dibuatkan akta 
perdamaian yang dibuatkan oleh mediator dan diputuskan dipersidangan oleh majelis 
hakim. (2) Kekuatan hukum putusan mediasi di Pengadilan Negeri Bulukumba yaitu 
kekuatannya tidak In Cracht. Karena dalam kesepakatan kedua belah pihak di 
putuskan oleh hakim mediator. Keputusan perdamaian yang bersifat In Cracht adalah 
putusan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan 
konflik jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan tersebut. Putusan perdamaian 
tersebut berupa putusan pada penyelesaia sengketa secara negosiasi dan konsiliasi. 
Implikasi dari penelitian ini adalah agar proses mediasi di Pengadilan Negeri 
Bulukmba dapat dilakukan secara bermusyawarah tanpa adanya pihak ketiga, agar 
keputusan yang diambil benar-benar putusan dari kesepakatan antara kedua belah 
pihak. agar keputusan dari proses mediasi dapat berkekuatan hukum tetap atau In 







A. Latar Belakang 
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara 
hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan 
kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut 
menuntut adanya pengembangan sistem hukum nasional yang komprehensif meliputi 
kegiatan pembuatan hukum, pelaksanaan atau penerapan hukum, peradilan atas 
pelanggaran hukum, pemasyarakatan dan pendidikan hukum, serta pengelolaan 
informasi hukum. 
 Oleh karena itu dalam konteks kehidupan bernegara kita terdapat lembaga 
peradilan yang berfungsi sebagai alat negara yang bertugas menerima, memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara yang masuk.
1
 Dalam konteks status negara kita 
sebagai negara hukum (rechtstaat), maka sudah selayaknya apabila diletakkan dalam 
level tertinggi dalam konteks penyelesaian segala masalah yang memang masuk ke 
wilayah hukum. 
 Disamping itu, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berinteraksi 
satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial ini dimulai tingkat yang paling sederhana 
ketahap yang lebih besar dan kompleks. Pergaulan atau hubungan masyarakat adalah 
interaksi antara manusia dan kelompok manusia yang saling tergantung dan 
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 Wildan Suyuthi, Kode Eik, Etika Profesi Dan Tanggungjawab Haki, Mahkamah Agung 
Republik Indonesia, 2004. h. 2. 
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membutuhkan. Hubungan ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan yang 
dapat melindungi kepentingannya dan menghormati kepentingan dan hak orang lain 
sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan (hukum)
2
. Untuk itu, masyarakat 
membuat aturan hukum untuk dipatuhi dan akan ditegakkan bila terjadi pelanggaran. 
 Selaras dengan pernyataan tersebut, Pasal 28D huruf 1 UUD 1945 
Amandemen ke 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan, jaminan 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum. 
 Penyelsaian sebuah sengketa dalam negara hukum seperti halnya Indonesia 
harus ditempuh secara legal dan tidak boleh dilakukan dengan cara main hakim 
sendiri (eingenrechting). Bentuk-bentuk penyelesain sengketa pada umumnya adalah 
proses peradilan atau penghakiman (ajudikasi) dan proses konsesual (non ajudikasi). 
Bentuk ajudikasi adalah litigasi atau biasa dikenal sebagai proses pengadilan. 
Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk 
mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum 
acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan adalah instansi 
resmi yang merupakan salah satu peleksana fungsi yang mengdili yang melengkapi 
oleh aparat resmi yang berprofesi hakim.
3
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 Mochtar Kusumaadja dan B. Arief Sidaharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan 
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 Berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tersebut, maka semua perkara 
prdata wajib mediasi kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan 
Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha. Apabila mediasi dalam perkara perdata tersebut tidak ditempuh merupakan 
pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg yang mengakibatkan 
putusan menjadi batal demi hukum. Selain itu pula hukum acara perdata yang 
berlaku, baik dalam ketentuan dalam Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, 
mewajibkan hakim untuk mendorong para pihak menempuh proses perdamaian, yang 
dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi tersebut ke dalam 
prosedur berperkara di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Dalam hal ini 
Negara-negara maju, misalnya Jepang, Amerika Serikat, Kanada dan Australia telah 
melakukan hal yang serupa dengan mengintegrasikan proses mediasi sebagai bagian 
dari prosedur berperkara di pengadilan.
4
 
 Penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi diharapkan menjadi solusi 
terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, dengan berdasarkan 
asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam praktik tidak demikian, karena 
penyelesaian perkara di pengadilan dapat berlarut-larut dengan proses yang sulit dan 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu pengadilan menganut sistem win-
lose solution dalam penyelesaian perkara. Sehingga ada pihak yang diuntungkan dan 
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dirugikan, hal ini terkadang menimbulkan rasa ketidak puasan salah satu pihak karena 
merasa putusan yang dijatuhkan tidak adil. Untuk itu perlu adanya mediasi 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang menyebutkan 
bahwa hakim mewajibkan mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum proses 
persidangan.  Dimana pihak-pihak dipertemukan di ruang mediasi yang disediakan 
oleh pengadilan. Dalam Pasal 1851 KUHPerdata dikemukakan bahwa yang dimaksud 
dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan 
menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang , mengakhiri suatu perkara 
yang sedang bergantung atau mencegah tmbulnya suatu pekara.
5
 Peraktik mediasi 
lebih jelas lagi apabila mencermati kasus-kasus perselisihan, percekcokan dan 
pertengkaran (syiqaq) dalam lingkup kehidupan keluarga yang secara tekstual 
dinyatakan dalam QS an-Nisa/4: 128. Teknis menganai proses mediasi dalam 






                                                          
5
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama 
(Jakarta: Kencana, 2005), h. 152. 
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ِِِنإَوِٱِ َةأَرۡمَِِوِۚاٗحۡلُصِاَُمَهىَۡيبِاَِحلُۡصيَِنأِٓاَمِهَۡيلَعَِحَاىُجََِلَفِاٗضاَرِۡعإَِۡوأِاًزىُُشوَِاِهلَۡعبِۢهِمَِۡتفاَخٱُِحۡل ُّصلِِِتَرِضُۡحأَوِ ٞۗ  رۡيَخ
ٱُُِسفَوۡلِۡٱِۚ ح ُّشلِِ  ِنَإفِْاُىق َتتَوِْاُىىِسُۡحتِِنإَوٱَِ  للِِِّبَخَِنُىلَمَۡعتِاَِمبَِناَكاٗريِ٨٢١ِ 
Terjemahnya: 
“Dan jika seorang wanita khawatirakan nusyuz atau sikap tidak acuh dari 
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang 
sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun 
manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu 
secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka 





 Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA), yaitu PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan. Hal ini sebagai dasar untuk mentaati pasal 130 HIR dan 154 RBg, yang 
dapat dijadikan pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama 
guna memediasi para pihak yang berperkara. Dengan pertimbangan pada PERMA 
poin (b) yang menjelaskan: 
“Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik 
Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia 
yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen 
untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus 
implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan 
berbiaya ringan”.7 
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 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 143 
7




 Namun, dalam kenyataannya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri 
Bulukumba hanya beberapa yang bisa berhasil melalui mediasi dan kebanyakan yang 
gagal dan menempuh proses persidangan yang disebabkan oleh beberapa faktor-
faktor yang mempengaruhinya.  
 Lahirnya PERMA Nomor 01 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan untuk mendayagunakan mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian 
sengketa yang lebih cepat dan murah, serta memberikan akses kepada para pihak 
menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan agar 
menjadi instrumen efektif mengtasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta 
memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan 
sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). 
Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung ini juga di maksudkan untuk memberikan 
kepastian, ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk 
menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian 
sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggang menerapkan prosedur 
mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) PERMA). 
Oleh karenanya hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa 
perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan 
menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.
8
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 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan HUkum Nasional 
(Jakarta: Kencana, 2011), h. 311. 
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 Mediasi di Pengadilan wajib diterapkan yang merupakan akses untuk 
mendorong kesadaran para pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan 
sengketa, dan solusi untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, dan mediasi akan menghasilkan 
perdamaian dan menjalin hubungan baik antara para pihak, memuaskan, hemat 
waktu, dan hemat sumberdaya, sehingga tidak menghabiskan biaya dan tenaga.
9
  
 Dalam uraian latar belakang tersebut, hal tersebut menarik untuk dikaji bagi 
penyusun dan untuk meneliti maslah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk 
skripsi dengan judul “Kekuatan Hukum Putusan Mediator Dalam Perkara 
Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bulukumba)”. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan 
masalah pokok yaitu: 
“Bagaimana Kekuatan Hukum Putusan Mediator dalam Perkara Perdata”  
Adapun yang maenjadi sub masalah dan penelitian yaitu: 
1. Bagaimana proses mediasi perkara perdata hingga jatuhnya putusan di 
Pengadilan Negeri Bulukumba? 
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 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2010), h. 34-35. 
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C. Fokus Penelitian Dan Dekripsi Fokus 
 Fokus pada penelitian ini adalah pada kekuatan hukum putusan mediator 
dalam perkara perdata di Pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata dan untuk 
menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu 
penyusun akan mengemukakan beberapa pengertian kata dan istilah yang terdapat 
dalam skripsi ini. 
Kata “Kekuatan” berasal dari kata kuat Kekuatan adalah kegiatan yang 
apabila dilakukan akan membuat kita “merasa” semakin kuat.10 
Kata “Hukum” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hokum adalah 
peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh 
penguasa atau pemerintah.11 
Kata “Putusan” Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk 
tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari 
pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).
 12
 
Kata “Mediasi” merupakan suatu proses yang melibatkan keberadaan pihak 
ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang 
bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi mediator.
13
 
                                                          
10
 Jalan Sukses Blogspot, Kekuatan dan Kelemahan, dimuat di 
https://abahrama.wordpress.com/2007/07/20/kekuatan-kelemahan-definisi-terbaru/. (27 Juli 2017) 
11
 Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Pengertian Hukum” dimuat di: 




 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Cet.  3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
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Kata “Perkara” adalah masalah, persoalan, urusan, peristiwa, kejadian.14 
Maksudnya dari perkara adalah semua peristiwa yang melanggar hukum yang 
meliputi masalah hukum privat atau hukum perdata. Dalam kehidupan sehari-hari 
orang sering menyebut “perkara” apabila menghadapi persoalan yang tidak dapat 
diselesaikan antara para pihak.
15
 
Kata “Perdata” adalah segala sengketa yang masuk di Pengadilan Negeri 
Bulukumba yang berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, 
bisnis, lingkungan, hidup dan berbagai jenis perkara perdata lainnya. 
D. Kajian Pustaka 
  Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasi-hasil 
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu mempunyai 
keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maupun dari beberapa buku yang 
dimana didalamnya terdapat pandangan dari beberapa ahli. Adapun beberapa 
literatur yang didalamnya membahas tentang mediasi di pengadilan adalah sebagai 
berikut: 
Skripsi yang berjudul “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di 
PA Klaten Pasca PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan)” yang disusun oleh Intan Atiqoh.16 Skripsi ini membahas tentang 
                                                                                                                                                                     
Persada, 2013), h. 36. 
14
Andi Hamzah, Kamus Hukum Edisi Baru (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2007), h. 465.  
15
Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 
2000), h.16.  
16
 Intan Atiqoh, “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca 
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bagaiman penerapan mediasi dan efektifitasnya dalam perkara perceraian. Skripsi ini 
lebih memaparkan gambaran umum tentang perceraian dan dalam penelitiannya 
menyimpulkan bahwa jika dalam mediasi perkara perceraian terjadi kesepakatan 
perdamaian antara para pihak, maka kesepakatan perdamaian tersebut tidak 
dilakukan dalam akta perdamaian karena pada dasarnya perkara perceraian berbeda 
dengan perkara perdata lainnya. Sedangkan penulis dalam skripsinya membahas 
tentang kekuatan hukum putusan mediator dalam perkara perdata di Pengadilan 
Negeri. 
Skripsi yang disusun oleh Fanny Dwi Lestari dengan judul “Efektifitas 
Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri (Studi di 
Pengadilan Negeri Medan)”.17 Dalam skripsi tersebut lebih menitik beratkan tentang 
perang mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Sedangkan 
penulis dalam skripsinya membahas tentang kekuatn hukum putusan mediator. 
Susanti Adi Nugroho dalam bukunya yang berjudul Mediasi Sebagai 
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam buku ini menguraikan mengenai prinsip-
prinsip mediasi, proses mediasi, teknik-teknik dalam bernegosias. Sedangkan skripsi 
ini membahas pada persoalan putusan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di 
Pengadilan Negeri. 
                                                                                                                                                                     
PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”. Skripsi (Yogyakarta: 
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011). 
17
 Fanny Dwi Lestari, “Efektifitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di 
Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”, Skripsi (Medan: Fakutas Hukim Universitas 
Sumatera Utara, 2013). 
11 
 
Nurmaningsih Amriana dalam bukunya yang berjudul Mediasi Alternatif 
Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. Beliau memberikan gambaran tentang 
alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui arbitrase, negosiasi, konsiliasi dengan 
meletakkan utama pada mediasi. Kemudian membahas mediasi dalam sistem hukum 
Indonesia dan perundang-undang yang ada. Lebih lanjut pula mengenai potensi 
pengembangannya serta analisis PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dan hambatan 
penerapannya. Sedangkan penyusun membahas pada kekuatan hukum putusan 
mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri. 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
 Adapun yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di 
Pengadilan Negeri Bulukumba 
b. Untuk mengetahui kekuatan hukum putusan perkara perdata melalui mediasi. 
2. Manfaat Penelitian 
Tinggi rendahnya suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang 
dapat diperoleh dari hasil penelitian tersebut, ada 2 (dua) manfaat yang diperoleh 
dalam penelitian ini, yaitu: 
a. Manfaat Teoritis  
Memberikan sumbangan pengetahuan yang nantinya dapat berguna bagi 
perkembngan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, 
12 
 
yang berhubungan dengan kekuatan hukum putusan mediasi dalam perkara perdata 
di pengadilan sesuai PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di 
pengadilan dalam penyelesaian sengketa perdata. 
b. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran dan saran 
atau langkah yang lebih baik dalam proses perkara perdata melalui mediasi, 
bermanfaat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penyelesaian 
sengketa melalui mediasi, dan sebagai bahan masukan pembuat dan untuk 
menyempurnakan aturan-aturan tentang mediasi. Serta sebagai salah satu bahan 
untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada cara lain dalam 
penyelesaian suatau sengketa perdata selain melalui cara litigasi, yaitu mediasi 
dimana ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang prosesnya 
lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses para pihak yang bersengketa 






A.  Mediasi Perkara 
1. Pengertian Mediasi 
Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori tripartite 
karna melibatkan bantuan atau bantuan jasa pihak ketiga.
1
 
Sedangkan menurut pendapat Moore C.W dalam naskah akademis mediasi, 
mediasi adalah interasi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang 
dapat diterima, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam 
membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara 
sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan.
2
 
Mediasi adalah upaya para pihak yang bersengketa untuk untuk 
menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengn bantuan pihak lain yang netral.
3
 
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 
memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu dengan mediator.
4
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 D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan 
Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA NO. 1 Tahun 2008 Tentang Prosdur Mediasi di 
Pengadilan (Alfabeta: 2012), h. 17. 
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 Susanti A.N, Mediasi Sebagai Alternatif Penyekesaian Sengketa (Jakarta: Telaga Ilmu 
Indonesia, 2009), h. 1. 
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  Mohammad Jamin, Mekanisme ALternatif Penyelesaian Sengketa (Surajarta: Universitas 
Sebelas Maret,1995), h.32. 
4




Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat di uraikan secara 
terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.
5
 
Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang 
berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampakkan pihak 
ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan 
sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada 
pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus 
mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, 
sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.
6
 
Dalam Collins English Dictonary and Thesaurus disebutkan bahwa mediasi 
adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan 
kesepakatan (agreement). 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses pengikutsertaan 
pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.
7
 Penjelasan 
mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan keberadaan pihak ketiga 
yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan 
perselisihannya. 
                                                          
5
 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2006), h.199. 
6
 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum National 
(Jakarta: Kencana, 2011), h. 2. 
7
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama 
(Jakarta: Kencana, 2005), h. 176. 
15 
 
Dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan, pengertian disebutkan dalam Pasal 1 butir 1, yaitu mediasi adalah cara 
penyelesaiannya sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dan pada dasarnya mediasi 
juga diatur dalam Buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana mediasi 
merupakan salah satu bentuk perikatan dan disebut sebagai perdamaian dan 
pengertiannya terumus didalam Pasal 1851 KUHPerdata, yang berbunyi: 
“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa menyerahkan, 
menjanjikan, atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu 
perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu 
perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat 
secara tertulis”.8 
 




1) Proses penyelesaian di pengadilan melalui perundingan antar pihak yang 
berperkara; 
2) Perundingan yang dilakukan para pihak, dibantu oleh mediator yang 
berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak 
memihak (impersial) dan, berfungsi sebagai pembantu atau penolong 
(helper). 
                                                          
8
 Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1851  
9
 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 244. 
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Berdasarkan uraian-uraian dari peraturan maupun pendapat para ahli, maka 
dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur mediasi adalah sebuah proses penyelesaian 
sengketa berdasarkan perundingan, adanya pihak ketiga yang bersifat netral 
(mediator) yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa didalam 
perundingan itu, mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa 
untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa, mediator tidak 
mempunyai kewenangan membuat keputusan- keputusan selama proses perundingan 
berlangsung dan yang terakhir mempunyai tujuan untuk mencapai atau menghasilkan 
kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri 
sengketa. 
2. Proses dan Bentuk-bentuk Mediasi 
a.  Proses mediasi  
1) Proses Pra Mediasi 
1) Para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan 
perkara. 
2) Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim. 
3) Pada hari pertama sidang majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada 
para pihak melalui proses mediasi. Para pihak dapat memilih mediator hakim atau 
non hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu 1 (satu) 
hari. Apabila dalam waktu 1 (satu) hari belum ditentukan maka majelis 
menetapkan mediator dari para hakim. 
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2) Proses Mediasi 
1) Setelah penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen 
yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain 
yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. 
2) Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi. 
3) Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, dimana semua 
biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. 
4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali 
kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. 
5) Apabila diperlukan, kaukus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu 
pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, dapat dilakukan. 
3) Proses Akhir Mediasi 
1) Jangka waktu proses mediasi di dalam pengadilan paling lama adalah 40 hari 
kerja, dan dapat diperpanjang lagi paling lama 14 hari kerja. 
2) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara 
tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, dimana hakim 
dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian. 
3) Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemerikasaan 
perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku. 
b. Bentuk-bentuk Mediasi 
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Dalam pelaksanaan mediasi di berbagai negara di dunia, proses pendamaian 
perkara di pengadilan yang dilakukan oleh hakim terbagi menjadi beberapa bentuk 
yang dipengaruhi oleh siapa yang menjadi mediator, gaya mediasi dilakukan, apakah 
hakim boleh berperan menjadi mediator dalam kasus yang sama, serta jenis 
kesepakatan yang dihasilkan. Empat bentuk atau model tersebut adalah:
10
 
1) Penyelesaian Yudisial (Judicial settlement) 
Model ini lebih banyak dipakai di negara bersistem hukum Eropa Kontinental 
dimana hakim diamanatkan oleh hukum tertulis untuk mencoba mendamaikan 
sengketa sebelum memeriksa perkara. Namun belakangan, hakim di negara Anglo-
Saxon mulai memakai model ini berdasarkan diskresi mereka tanpa diwajibkan oleh 
peraturan yang mengatur. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, model ini banyak 
dilakukan dalam pemeriksaan perkara oleh hakim, ketika hakim merahukan 
kemampuan pengacara para pihak melakukan negosiasi untuk kepentingan klien 
mereka, atau ketika hakim meyakini kemampuan sendiri untuk menyelesaikan. 
Judicial settlement hanya dilakukan di pengadilan dan dilakukan oleh hakim yang 
sama yang akan memeriksa perkara. Jadi hakim tersebut berperan ganda sebagai 
pendamai dan pemutus perkara. Dalam prakteknya, bentuk ini mempunyai gaya 
direktif, legalistik, dan diselenggarakan dalam waktu singkat, walaupun akhir-akhir 
ini sudah banyak mengalami variasi. Namun peran ganda hakim dalam model ini 
menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan yang adil kepada para pihak. 
                                                          
10




2) Mediasi Yudisial (Judicial mediation) 
Model ini dilakukan oleh hakim yang bukan pemeriksa perkara setelah para 
pihak yang bersengketa sepakat untuk mencoba mediasi. Apabila tidak berhasil 
mencapai kesepakatan, maka mediator yudisial tersebut dilarang untuk ikut serta 
dalam proses pemeriksaan perkara. Semua dokumen yang ada pada mediator yudisial 
tersebut dimusnahkan setelah proses mediasi selesai. Pemisahan yang tegas antara 
tugas hakim sebagai pendamai dan pemutus perkara diberlakukan. 
Judicial mediationtelah dilaksanakan dengan sukses di Quebec, Kanada. Di 
Amerika Serikat, model ini lebih mengutamakan peran pensiunan hakim sebagai 
mediator karena dianggap memiliki waktu yang lebih banyak hingga bisa fokus 
memediasi. Di Jerman, model ini fokus pada penyelesaian sengketa dengan batas 
waktu yang ketat dan gaya yang direktif. 
3) Moderasi Yudisial (Judicial moderation) 
Di negara bagian Bavaria-Jerman, model ini mulai dicoba dengan 
mengembangkan peran fasilitatif hakim untuk mendamaikan perkara. Selain itu, 
model ini juga dipakai di Calgary-Kanada dan Australia. Berbeda dengan Bavaria, 
dua negara terakhir ini membolehkan hakim yang sama untuk menjadi mediator 
menganalisa sebuah kasus cocok untuk dimediasi, maka dia kemudian menghubungi 
para pihak dan menawarkan perannya sebagai moderator. Bila berhasil mencapai 
kesepakatan, maka judicial mediator menyusun drfat kesepakatan. Bila gagal, kasus 
tersebut dikembalikan kepada majelis hakim pemeriksa perkara dan tidak ada upaya 
lagi untuk menyelesaikan perkara secara damai. Judicial moderation dikenal juga 
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dengan nama conferencing atau judicial dispute resolution. Teknik yang digunakan 
lebih luas dibandingkandengan yang ditawarkan oleh juducial settlement atau judicial 
mediation, meliputi investigasi perkara, memberikan arah dan nasehat, menata 
sengketa, dan intervensi fasilitatif. Model ini tidak terbatas pada satu proses. 
Moderator melakukan intervensi berdasarkan diskresi mereka disesuaikan dengan 
kebutuhan para pihak. 
4) Penilaian Fasilitatif (Facilitative judging) 
Dalam model ini, hakim tidak hanya dilatih keahlian pengambilan keputusan 
dan proses adjudikasi tradisional, tetapi mereka juga dibekali kemampuan 
komunikasi dan fasilitasi. Semua keahlian ini diberikan untuk membantu hakim 
dalam menyelesaikan kasus. Model ini disebut juga mediative adjudication, circle 
sentencingatau problem-solving courts. Tidak ada pemisahan antara tugas hakim 
yang sama bisa memediasi dan memeriksa perkara. Facilitative judging mempunyai 
sejarah yang panjang di negara China dan negara Asia lainnya. Model ini juga 
semakin banyak dipakai di Australia dan Amerika Serikat.Berdasarkan empat 
kategori di atas, terminologi yang digunakan sesuai dengan kondisi Indonesia adalah 
judicial mediation, dimana proses mediasi secara tegas memisahkan peran ganda 
hakim yaitu sebagai pendamai, dan pemutus perkara. 
3. Tujuan Mediasi 
  Adapun tujuan dari mediasi adalah sebgai berikut: 
a. Mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak 
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yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. 
b. Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan atu 
negosiasi. 
c. Mediasi lazimnya terjadi setelah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi 
(dan gagal mencapai kesepakatan). Karena itu sering dinyatakan bahan mediasi 
adalah mesrupakan suatu negosiai dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki 
pengetahuan tentang prosedur negosiasi yang efektif dan berfungsi membantu para 
pihak yang bersengketa mengkoordinasikan negosiasinya agar berjalan efektif dan 
efisien. 
Tujuan mediasi dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan utama 
dan tujuan tambahan. Yang dimaksud dengan tujuan utama yaitu membantu 
mencarikan jalan keluar atau alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul 
diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang 
bersengketa. Sedangkan untuk tujuan tambahan disini yaitu dengan melalui proses 
mediasi diharapkan dapat dicapai terjalinnya komunikasi yang lebih baik diantara 
para pihak yang bersengketa dan menjadikan para pihak yang bersengketa dapat 
mendengar, memahami alasan atau penjelasan atau argumentasi yang menjadi dasar 
atau pertimbangan pihak lain. Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan 




Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak 
dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat 
mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang pemanen dan 
lestari, mengigat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah 




Dalam mengupayakan perdamaiana harus mempedomani Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi yang mewajibkan agar 
semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk 
dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator.
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Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia 
hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan 
kesepakatan damai mereka. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian 




a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relative 
murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau 
ke lembaga arbitrase. 
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 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional 
(Jakarta: Kencana, 2011), h. 24. 
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 Direktorat Jendral Badan Pengadilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Pengadilan Agama (Buku II; Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), h. 85.  
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 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional 
(Jakarta: Kencana, 2011), h. 25. 
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b. Mediasi akan memfokusakan perhatian para pihak pada kepentingan mereka 
secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi 
bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya. 
c. Mediasi memberikan keputusan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung 
dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. 
d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap 
proses dan hasilnya. 
e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, 
dengan suatu kepastian melalui suatu consensus. 
f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling 
pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka 
sendiri yang memutuskannya. 
Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir 
mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di 
pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase. 
B. Putusan Mediasi 
1. Pengertian Putusan Mediasi 
Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut vonis atau al-Qadlau (Arab), adalah 
produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam 
berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”. 
Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (jurisdiction 
contentiosa), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang 
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kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan 
sesuatau, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat condemnation 
(menghukum), atau bersifat constitutoir (menciptakan). Perintah dari peradilan ini 




Menurut penulis putusan mediasi adalah suatu putusan yang dikeluarkan oleh 
ketua majelis berdasarkan laporan mediator yang ditunjuk langsung oleh kedua belah 
pihak untuk melakukan proses mediasi. 
Dalam proses mediasi kedua belah pihak diberi kesempatan untuk 
mengeluarkan pembelaan secara bergiliran. 
2. Jenis-Jenis Putusan Mediasi 
Dimana kita ketahui bahwa jenis-jenis mediasi terbagi atas dua yaitu mediasi 
di Pengadilan dan di Luar Pengadilan. 
a. Putusan Mediasi di Pengadilan 
Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang 
mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur 
mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.
15
 Jadi 
mediasi dilakukan di pengadilan (Pasal 130 HIR/ 154 Rbg jo PERMA No. 1 Tahun 
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 Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
1998), h. 200. 
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b. Putusan Mediasi di luar pengadilan  
Mediasi di luar pengadilan adalah mediasi bersertifikat dari kalangan 
nonhakim dan bukan pula dari kalangan pegawai pengadilan. Di dalam PERMA No. 
1 Tahun 2016 salah satu pasal yang memuat mediator diluar pengadilan adalah Pasal 
8 ayat 2, yaitu "Biaya jasa mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan 
ditanggung bersama atau berdasarkan kesepatan para pihak". Baik mediator internal 
maupun eksternal wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah 
mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifiksi mediator yang 
diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh 
akreditasi dari Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016).
17
 
Adapun jenis-jenis mediasi di luar pengadilan yaitu: 
a. Mediasi Perbankan: Suatu Bank tentunya memiliki sistem yang sudah standar 
terhadap pelayanan yang dilakukan terhadap nasabahnya. Namun, tidak 
tertutup kemungkinan pelayanan yang diberikan Bank kepada nasabahnya 
tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi nasabahnya sehingga sering 
kali nasabah merasa dirugikan. Nasabah sering kali menjadi tidak berdaya 
pada saat harus berhadapan dengan Bank di Pengadilan dan hanya bisa pasrah 
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 D.Y. WITANTO, Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan 
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17
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apabila bersengketa dengan Bank. Agar nasabah dapat terlindung hak-haknya, 
dibentuklah mediasi perbankan yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian 
sengketa. 
b. Mediasi Hubungan Industrial: Sering kali pihak pekerja ketika berhadapan 
dengan pengusaha berada dalam posisi yang lemah yang disebabkan oleh 
berbagai macam faktor. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara yang dapat 
mengakomodasi kepentingan para pihak, dengan harapan dapat diambil suatu 
keputusan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak sehingga 
dibentuklah mediasi untuk perselisihan hubungan industrial. 
c. Mediasi Asuransi: Asuransi berperan untuk mengalihkan risiko yang 
seharusnya ditanggung oleh nasabah asuransi. Masyarakat seringnya 
mengetahui asuransi hanya dari sisi manfaatnya, tetapi tidak mengetahui 
secara detail akan asuransi itu sendiri dan sering kali mengakibatkan 
terjadinya sengketa yang berbelit-belit antara perusahaan asuransi dan 
nasabahnya. Agar sengketa dalam bidang asuransi dapat diselesaikan dengan 
baik dan dapat mengakomodasi kepentingan dari masing-masing pihak, 
dibentuklah lembaga mediasi asuransi. 
3. Tujuan Putusan Mediasi 
Adapun tujuan putusan mediasi yaitu untuk memperkuat bukti perdamaian 
dengan cara membuatkan akta perdamaian untuk diajukan ke ketua majelis dan dapat 
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mengurangi biaya perkara agar putusan mediasi menjadi tolak ukur perdamaian baik 
didalam persidangan maupun di luar persidangan. 
4. Perkara Mediasi Yang Dapat Diteruskan Kesidang Perkara Secara Biasa 
(Litigasi) 
  Putusan mediasi yang dapat diturunkan di sidang perkara secara biasa 
(litigasi) yaitu putusan mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dengan hasil 
kesepakatan yang di peroleh dari proses mediasi di luar pengadilan dengan diajukan 
ke pengadilan untuk mendapatkan pengukuhan sebagai akta perdamaian yang 
memiliki kekuatan layaknya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (eks: 
Pasal 23 PERMA Mediasi).
18
 Jadi perlu kita ketahui yang dimaksud litigasi adalah 
penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling 
berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari suatu 
penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang 
satu menang dan pihak yang lain kalah.
19
  
C. Kekuatan Hukum Putusan Mediasi 
Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat 
Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan 
untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Suatu 
putusan adalah perbuatan hakim sebagai pengasa atau pejabat Negara. Sehingga 
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bukan tidak mungkin bahwa salah satu pihak yang bersengketa akan di rugikan karna 
gugatannya dikalahkan oleh hakim.  
Didalam literature belanda, dikenal istilah vonnis dan gewijsde. Yang 
dimaksud dengan vonnis adalah putusan yang belum mepunyai kekuatan hukum yang 
pasti, sehingga mash tersedia upaya hukum biasa. Sedangkan gewijsde adalah ptusan 
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga tesedia upaya hukum 
khusus. 
1. In Kracht Van Gewijsde (Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap) 
Kesepakatan mediasi akan berkekuatan hukum tetap setelah kesepakatan 
tersebut dituangkan dalam bentuk akta perdamaian (penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan) dan dibuat putusan hakim. Kesepakatan dalam akta perdamaian di buat 
oleh notaries dan merupakan akta otentik yakni akta yang mempunyai kekuatan 
sempurna sehingga apa bila ternyata salah satu pihak ingkar / wanprestasi, maka 
pihak lainnya meminta apa yang telah di perjanjikan.  
M. Yahya Harahap menyatakan bahwa kekuatan hukum yang melekat 
pada mediasi mempunyai kekuatan hukum tetap apabila sudah ada akta perdamaian. 
Akta/putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim 
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 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Peradilan Agama (Buku II; Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), h. 87. 
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Dalam Pasal 1851 KHUPerdata disebutkan bahwa persetujuan perdamaian 
itu sah apabila dibuat secra tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh 
ketentuan peraturan yang berlaku syarat ini sifatnya memaksa (infertif), dengan 
demikian tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan, 
meskipun dihadapan pejabat yang berwenang. 
Hakim tidak berhak menambah, merubah mengurangi atau mencoret satu 
katapun dari akta perdamaian yang telah dibuat oleh pihak yang telah melakukan 
perdamaian itu, melainkan harus diterima secara bulat, mengambil over sepenuhnya 
dan seluruh isi perjanjian itu. Jadi dalam membuat keputusan perdamaian itu 
haruslah terpisah dengan akta persetujuan perdamaian. Persetujuan damai dibuat 
sendiri oleh pihak yang bersengketa. Baru kemudian persetujuan perdamaian itu 
diajukan pada pengadilan atau hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk 
dikukuhkan sebagai putusan perdamaian dengan memberikan titel eksekusi. 
Kekuatan hukum yang melekat pada putusan akta perdamaian adalah 
berkekuatan hukum tetap (In Kracht). Akta perdamaian sebagaimana diatur dalam 
Pasal 130 HIR ayat (2), akta perdamaian yang dibuat persidangan juga mempunyai 
kekuatan untuk dilaksanakan seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap. Kedudukan sejajar antara akta perdamaian dengan putusan yang telah 
mempunyai kekuatan kekuatan hukum tetap membawa konsekuensi hukum terhadap 
akta perdamaian itu sendiri. Konsekuaensi tersebut yaitu apabila salah satu pihak 
ingkar untuk melaksanakan isi yang telah dirumuskan dalam akta perdamaian, maka 
pihak lain dapat mengajukan permintaan eksekusi di pengadilan. Menurut Pasal 1858 
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ayat (1) KUH Perdata, menyebut dengan istilah: “mempunyai kekuatan seperti satu 
putusan hakim dalam tingkat penghabisan”. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 130 ayat 
(2) HIR, mempergunakan istilah: “berkekuatan hukum dan akan dijalankan sebagai 
putusan yang biasa”.21 Selain kedua pasal diatas tidak sama persis bunyi kalimatnya, 
namun maksud kedua istilah sama dengan pengertian umum bahwa putusan 
perdamaian serupa dengan “putusan hakim (pengadilan) yang telah memperoleh 
kekuatan hokum tetap (res judicata)”.22 
2. Kekuatan Mengikat 
Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 
BW). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang 
hendak mencoba memberi dasar tentang kekuatan mengikat darpada putusan. 
Kekuatan mengikat (Bindende Krcht) Kekuatan mengikat ini adalah suatu 
kemestian yang praktis berhubung dengan tujuan acara perdata, yaitu untuk 
menentukan bagaimana pada akhirnya hubungan hukum antara kedua belah pihak 
untuk menetukan menguasai soal yang menjadi perkara itu. Untuk dapat 
melaksanakan atau merealisir suatu hak secara pasa dibutukan suatu putusan 
pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan 
dimaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak 
atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan 
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sengketanya pada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, hal ini 
mengandung pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan 
yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu harus dihormati kedua belah 
pihak. 
3. Kekuatan Pembuktian  
Kekuatan pembuktian (Bewijsende Kracht) Dituangkan putusan dalam bentuk 
tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan 
sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan 
banding, kasasi dan pelaksanaannya. Pengaturan penguatan dalam putusan pidana  
(Pasal 1918 dan 1919 BW) mengatur sebagai putusan pidana yang isinya 
menghukum dan telah memperoleh kekuatan hukum dapat digunakan sebagai bukti 
dalam perkara perdata sebagai peristiwa yang telah terjadi, kecuali apabila ada bukti 
lawan kekuatan pembuktiannya mengikat (Pasal 1918 BW) dan apabila seseorang 
dibebaskan dari segala tuduhan, maka putusan pembebasan itu tidak dapat digunakan 
sebagai bukti dalam perkara perdata untuk minta ganti kerugian (Pasal 1919 BW). 
Kalau kekuatan pembuktian keputusan pidana diatur dalam Pasal 1918 dan 1919 
BW, maka ketentuan putusan pembuktian perdata tidak ada ketentuannya. Putusan 
perdata pun mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana diserahkan kepada 
pertimbangan hakim. 
D. Syarat Menjadi Mediator 
Proses beracara di pengadilan yang membutuhkan waktu yang lama serta 
biaya yang tidak sedikit terkadang membawa masalah terhadap sesorang yang ingin 
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mencari keadilan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mencari keadilan 
adalah dengan menggunakan alternative dispute resolution yang salah satu caranya 
adalah mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator. Dimana jika kita menggunakan 
cara mediasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa adalah 30 hari 
dan dapat diperpanjang selama 30 hari. Itu merupakan waktu yang sangat singkat 
jika dibandingkan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan.  
Mediator sendiri adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat 
Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan 
guna mencari berbagai kemungkinan penyelasaian sengketa tanpa menggunakan cara 
memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 
Syarat untuk menjadi seorang mediator adalah harus memiliki sertifikat 
mediator, dimana sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah 
Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus sertifikasi 
mediasi. Prosedur yang harus dilakukan untuk menerima sertifikasi mediator ini 
adalah dengan mengikuti kursus mediator, dimana yang dapat menjadi peserta kursus 
mediator ini adalah sesorang yang memiliki pendidikan strata satu dan syarat untuk 
lulus dari kursus mediator ini adalah dengan menghadiri waktu kursus selama 40 jam 
dan lulus test ujian teori dan ujian praktik yang diselenggarakan oleh lembaga yang 
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menyediakan kursus mediator. Setelah lulus dari lembaga pelatihan mediator dan 
memiliki sertifikat mediator kita diperbolehkan untuk melakukan praktik mediasi.
23
  
E. Dasar Hukum Mediator 
  Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah 
sejalan dengan kentuan ajaran islam. Ajaran islam memerintahkan agar 
menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya 
diselesaikan dengan jalan perdamaian (islah).
24
 Ketentuan itu sejalan dengan firman 
Allah swt dalam QS al-Hujurat/49: 9 sebagai berikut: 
ِنإَو  َهِم ِنَاَتِفٓئاَطٱ َهِينِمۡؤُمۡل ٱ  اُىَلَتتۡق  ًَلَع اَُمهٰىَدِۡحإ ۡتََغب ِۢنَئف ۖاَُمَهنَۡيب  اىُِحلَۡصَأفٱ ٰيَرُۡخۡلۡ   اُىِلت ََٰقفٱِيتَّل  َءِٓيَفت ًٰ َّتَح يِغَۡبت
 ِرَۡمأ ٓ ًٰ َِلإٱ هِ َّلل  ِب اَُمَهنَۡيب  اىُِحلَۡصَأف ۡتَٓءَاف ِنَئفٲ ِلۡدَعۡل  َۡقأَو 
ۖ آُىطِس  َِّنإٱ َ َّلل  ُّبُِحيٱ َهيِطِسۡقُمۡل ٩  
Terjemahnya: 
 “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah 
antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap 
(golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, 
sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah 
kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan 





Dalam ayat tersebut dikemukakan jika dua golongan orang beriman 
bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan 
adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil. 
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 CalonSH, Hukum Administrasi Negara Mengenal Lebih Dekat Profesi Mediator, dimuat di 
www.calonsh.com/2016/10/04/mengenal-lebih-dekat-profesi-mediator, 29 November 2017. 
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 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: 
Kencana, 2005), h. 151. 
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Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tirmizi yang artinya 
“perdamaian dibolehkan dikalanan kaum muslimin, kecuali perdamaian 
menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang haram. Dan orang-orang islam 
(yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang 
telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram (HR. Ibnu Hibban dan Tirmizi)”. 
Pesan terpenting yang dapat dicermati hadist diatas bahwa perdamaian 
merupaka sesuatu yang diizinkan selama tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang 
bertentangan dengan ajaran yang dasar keislaman. Untuk pencapaian dan 
perwujudan perdamaian, sama sekali tidak dibenarkan mengubah ketentuan hukum 
yang sudah tegas didalam islam. Orang-orang islam yang terlibat didalam 
perdamaian mesti mencermati agar kesepakatan perdamaian tidak berisikan hal-hal 
yang mengarah kepada pemutarbalikkan hukum yang halal menjadi haram atau 
sebaliknya. 
Hadist yang diriwayatkan oleh Nasa’i bahwa Abu Syuraih menerangkan 
kepada Rasulullah saw bahwa kaumnya telah berselisih dalam suatu perkara, lalu 
mereka datang kepadanya dan diapun memutuskan perkara mereka. Putusan itu 
diterimah oleh kedua belah pihak, mendengar itu Nabipun berkata “alangkah 
baiknya”. 
Dasar hukum mediasi adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 
ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata dengan 
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cara perdamaian. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang arbitrase dan 
alternativ penyelesaian sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga 
mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. 
Menurut ketentuan Mahkamah Agung bahwa setelah dilakukan evaluasi 
terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 ternyata ditemukan 
beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, 
sehingga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 
direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan 
proses berperkara di Pengadilan. Sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 
Tahun 2003 diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 
tentang prosedur mediasi di Pengadilan (PERMA Nomor 01 Tahun 2008). 
Penggunaan prosedur mediasi wajib, ini dimungkinkan karena hukum acara 
perdata yang berlaku di Indonesia, HIR dan RBg menyediakan dasar hukum yang 
kuat. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menyatakan bahwa dalam setiap perkara 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan adalah penelitian 
yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik dengan 
menggunakan data perimer mengenai Kekuatan Hukum Putusan Mediasi dalam 
Perkara Pedata di Pengadilan Negeri Bulukumba. 
2. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan 
permasalahan dan pembahasan peulisan ini, maka penulis melakukan penelitian 
dengan memilih lokasi penelitian di Wilayah Kabupaten Bulukumba. Pengumpulan 
data dan informasi akan dilakukan di Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri 
merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan suatu perkara. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 
pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah merupakan kegiatan-kegiatan 
ilmiah untuk menemukan kondisi-kondisi social yang sesuai atau pun tidak sesuai 
dengan hukum, serta cara-cara untuk menyesuaikannya. Jadi Pendekatan Sosiologi 
hukum yaitu menguasai hukum bagi persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana 
melaksanakan dan menerapkan peraturan hukum. Pendekatan Yuridis Empiris, 
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hukum dalam kenyataannya dalam kehidupan social kemasyarakatan. Bukan 
kenyataan dari bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, tapi bagaimana 
hukum dioperasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dalah: 
a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti1 
yakni data yang diperoleh secara langsung melelui observasi, wawancara, 
dokumen. Data primer juga diperoleh langsug dari sumber utama.
2
  
b. Data Sekunder, merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi3 yakni data atau 
dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan-
peraturan yang ada reklevasinya, dengan materi yang dibahas. 
D. Metode Pengumpulan Data 
  Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain menggunakan metode-metode sebgai berikut: 
1. Observasi  
Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 
tampak pada obyek penelitian.
4
 Tujuan observasi/pengamatan terutama membuat 
membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan memahami 
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2. Wawancara  
Sehubungan dengan kelengkapan data yang dikumpulkan maka panulis 
melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang 
yang brkaitan dengan judul penulis. 
3. Dokumen 
Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 
masalah yang penyusun teliti.  
E. Instrumen Penelitian 
Instrument ini yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sesudah 
memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah: 
1. Daftar pertanyaan; 
2. Alat tulis yaitu ballpoint dan kertas; 
3. Alat rekam. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam pengolahan ini, data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik 
secara primer maupun sekunder, dan analisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan 
secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini. 
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 Rinto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010), h. 70. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 
Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan pengujian 
pengabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang 
salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil 
yang benar. Dalam keabsahan data ini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 




                                                          
6






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Proses Mediasi Perkara Perdata Hingga Jatuhnya Putusan di Pengadilan 
Negeri Bulukumba 
    Dalam hubungan antar sesama manusia baik secara individu atau 
kelompok, perselisihan atau konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. 
Berbagai macam perbedaan dapat memicu timbulnya perselisihan, apakah perbedaan 
pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan latar belakang, dan lain sebagainya. 
Untuk itu yang kita perlukan adalah suatu cara atau mekanisme untuk menyelesaikan 
perselisihan dengan cara yang damai. Perselisihan secara damai tersebut dapat 
dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain; 
1. Konsiliasi 
Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga 
sebagai konsiliator. Penyelesaian model konsiliasi mengacu pada pola proses 
penyelesaian sengketa konsessus antar pihak, dimana pihak netral dapat berperan 
secara aktif maupun tidak aktif. Pihak-pihak yang bersengketa harus menyatakan 




Pengertian konsiliasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa dengan 
menyerahkannya kepada konsiliator untuk menjelaskan dan menguraikan berbagai 
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fakta serta membuat suatu usulan keputusan penyelesaian, namun usulan keputuan 
tersebut sifatnya tidak mengikat. 
2
 
Konsiliasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan jalan damai dengan cara 
mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk mencari jalan tengah 
penyelesaian konflik yang disepakati oleh pihak-pihak yang berselisih tersebut. 
Seperti konsiliasi yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa.  Dalam konsiliasi 
diperlukan seorang penengah atau yang disebut juga konsiliator yang sifatnya tidak 
memihak. Konsiliator ini bisa seseorang, lembaga, atau sebuah negara yang disetujui 
oleh semua pihak terkait. Konsiliator yang ditunjuk berhak dan memiliki kewenangan 
untuk menyampaikan pendapatnya mengenai perselisihan yang terjadi. Akan tetapi ia 
tidak berhak mengambil keputusan akhir atas perselisihan yang terjadi. Karena 
merupakan seorang penengah seorang konsiliator sangat diharapkan dapat memberi 
masukan atau pendapat yang dapat membantu menyelesaikan perselisihan. 
Dalam proses penyelesaiannya, konsiliasi memiliki beberapa tahapan, antara 
lain; 
a. Para pihak yang berengketa menyerahkan perselisihan kepada kepada pihak 
ketiga atau konsiliator yang disepakati 
b. Kemudian konsiliator mendengarkan keterangan lisan dari kedua belah pihak 
yang beselisih mengenai perselisihan yang terjadi. 
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c. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, konsiliator akan membuat laporan 
dalam bentuk kesimpulan dan saran kemudia diserahkan kepada kedua pihak 
yang bersengketa. 
d. Kedua belah pihak yang bersengketa mengambil kesimpulan dari saran dan 
masukan yang diajukan oleh konsiliator. 
Konsiliasi diupayakan sebelum sebuah permasalahan masuk kepengadilan. 
Jika para pihak menemui kesepakan dalam konsiliasi maka permasalahan tersebut. 
Keputusan dari proses konsiliasi merupakan hasil dari kesepakan kedua belah pihak 
yang berselisih. Untuk itu keputusan dari hasul konsiliasi merupakan hal yang In 
Kracht karena merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak bukan melalui 
hakim mediator. 
2. Negosiasi 
Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai 
kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama 
maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang 
mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa melibatkan pihak 
ketiga penegah yang tidak berwenang mengambil keputusan, (mediasi), maupun 
pihak ketiga mengambil keputusan. 
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Negosiasi dalam penerapannya memliki tahapan diantranya sebagai berikut; 
a. Mengatur waktu dan tempat untuk melakukan negosiasi 
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b. Mengadakan pertemuan, mendengarkan penjelasan permasalahan dan kebutuhan 
masing-masing pihak. 
c. Mengembangkan dan mendiskusikan opsi-opsi penyelesaian 
d. Membuat komitmen atau kesepakatan bersama berdasar dari penjelasan dari 
masing-masing pihak. 
Negosiasi merupakan cara penyelesaian perselisihan secara damai, cepat dan 
biaya ringan. Kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi adalah bersifat In Cracht 
karena keputusan yang dicapai dalam negosiasi berdasar dari kesepakatan dari kedua 
belah pihak dan tidak bisa lanjut ke litigasi. 
3. Mediasi 
Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 
2 jenis mediasi, yaitu di dalam Pengadilan dan di luar Pengadilan. Mediasi di luar 
Pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga 
independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi 
Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam Pengadilan diatur oleh Peraturan 
Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya 
proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri 
dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. 
Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang 
Pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya 
tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. 




a. proses pra mediasi 
1) Para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan 
perkara 
2) Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim 
3) Pada hari pertama sidang majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian 
kepada para pihak melalui proses mediasi. 
4) Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non hakim yang telah 
memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu 1 (satu) hari. 
Demi kenyamanan para pihak dalam menempuh proses mediasi, mereka 
berhak untuk memilih mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa. 
a) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan 
menyediakan daftar mediator yang sekurang-kurangnya memuat 5 (lima) nama 
dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman dari para 
mediator. 
b) Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat 
dalam daftar mediator. 
c) Jika dalam wilayah Pengadilan yang bersangkutan tidak ada hakim dan bukan 
hakim yang bersertifikat, semua hakim pada Pengadilan yang bersangkutan dapat 
ditempatkan dalam daftar mediator. 
d) Kalangan bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada 
ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada 




e) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan 
menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator. 
f) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator. 
Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar 
mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain karena mutasi tugas, 
berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman 
perilaku. 
Berdasaarkan wawancara dengan salah salah satu hakim di Pengadilan negeri 
bulukumba yaitu ibu Lely Mengatakan bahwa “Sesuai dengan pengalaman saya 
menjadi hakim, sudah banyak perkara yang mediasinya diselesaikan oleh meditor 
tetapi belum pernah menggunakan jasa mediator diluar Pengadilan yang sudah 
bersertifikat, yang ditempatkan oleh katua Pengadilan dalam hal ini mediator yang 
adalah para hakim di Pengadilan Negeri Bulukumba”.4 Adapun beberapa daftar 
nama-nama hakim dan hakim mediator di Pengadilan Negeri Bulukumba yang sudah 
tersertifikasi mediator maupun yang belum tersertifikasi mediator yaitu: 
 
Tabel 1 Jumlah Hakim dan Hakim Mediator 
No Nama  keterangan 
1 Khusaini, SH., MH  Hakim Pengadilan & Hakim Mediator 
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2 Sutiyono, SH., MH Hakim Pengadilan & Hakim Mediator 
3 Iwan Harry W, SH., MH Hakim Pengadilan 
4 Yusti C Radjah, SH Hakim Pengadilan 
5 Lely Triantini, SH., MH Hakim Pengadilan & Hakim Mediator 
6 Lulik Djatikumoro, SH., MH Hakim Pengadilan & Hakim Mediator 
7 Sera Achmad, SH., MH Hakim Pengadilan & Hakim Mediator 
8 Nursinah, SH., MH Hakim Pengadilan 
9 Uwaisqarni, SH Hakim Pengadilan 
 
5) Apabila dalam waktu 1 (satu) hari belum ditentukan maka majelis 
menetapkan mediator dari para hakim.  
b. Proses Mediasi 
Proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki hal 
lain. Setelah penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen 
yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain 
yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak 
1) Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses 
mediasi 
Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, dimana 




2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali 
kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang 
terbaik 
3) Apabila diperlukan, kaukus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu 
pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, dapat dilakukan. Hal ini dianjurkan 
karena mediator tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, 
hanya memberikan saran, sehingga terjadi kecurigaan tidak akan berdampak 
apapun. 
c. Proses Akhir Mediasi  
1) Jangka waktu proses mediasi di dalam Pengadilan paling lama adalah 30 hari 
kerja, dan dapat diperpanjang lagi paling lama 14 hari kerja. 
2) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara 
tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, dimana 
hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian. 
Dibuat dengan akta perdamian karena apabila isi perdamaian tersebuut 
diingkari, para pihak tidak dapat lagi menggugat, karena hakim mengeluarkan 
putusan yang isinya sama dengan isi perdamaian tersebut. Isi dari perdamain tersebut 
ditentukan oleh para pihak itu sendiri. Akta perdamaian hanya dapat ditanda tangani 
oleh kedua belah pihak, tidak bolah ditandatangani oleh advokat, kecuali surat kuasa 
dan surat kuasa khusus untuk menandatangani akta perdamaian. Hal ini untuk 




mencabut gugatan yang telah diajukan. Khusus perkara cerai, perdamian dengan cara 
mencabut gugatan. 
Ibu Lely sebagai hakim di Pengadilan Negeri Bulukumba mengatakan bahwa 
“dalam waktu 30 hari petama sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak 
maka mediator membantu merumuskan isi perjanjian kemudian dilaporkan kepada 
hakim, oleh hakim diwujudkan dalam akta perdamaian atau Acta Van Dading. Acta 
Van Dading ini kekuatannya sama dengan banding, tidak ada upaya hukum 
selanjutnya sama hanya dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.5  
3) Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, maka mediator berwenang 
menyatakan madiasi gagal dan memberitahukan kepada majelis hakim. 
Setelah menerima surat pemberitahuan tersebut hakim melanjutkan 
pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku. 
Pemeriksaan mediasi terpisah dari litigasi, sehingga apabila mediasi gagal, 
semua pernyataan, pengakuan, bukti-bukti yang diajukan pada proses mediasi tidak 
boleh diajukan dalam sidang litigasi, dan catatan mediator wajib dimusnahkan serta 
mediator tidak boleh menjadi saksi dalam perkara tersebut. Oleh karean itu, 
keputusan yang dicapai dalam proses mediasi tidak bersifat In Cracht karena 
keputusan dari mediasi bisa dilanjutkan ke letigasi. 
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B. Kekuatan Hukum Putusan Mediasi di Pengadilan Negeri Bulukumba 
 Mediasi di Pengadilan diatur dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian” (Pasal 10 
ayat (2). 
 Mediasi pada intinya adalah agar para pihak yang bersengketa bisa 
diselesaikan dengan cara mediasi, mediasi dalam hal ini sama dengan artiya dengan 
perdamaian. Dengan adanya mediasi, maka dalam menyelesaikan sengketa 
diharapkan cepat selesai dan terlaksana dengan baik. Tidak semua mediasi dapat 
berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Namun dalam 
perdamaian, mediasi dilakukan dengan cara mengadakan berbagai pertemuan-
pertemuan yang dihadiri oleh kedua belah pihak. 
Dalam perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang nantinya bisa 
mencapai kesepakatan hasil, kesepakatan ini disebut dengan kesepakatan perdamaian, 
sedangkan apabila perdamaian dilakukan dengan cara dan proses mediasi akan 
diperoleh hasil dari kesepakatan, yaitu kesepakatan mediasi. 
 Mediasi setelah melalui tahap-tahap, proses dan cara-cara maka dibatlah suatu 
kesepakatan mediasi, dalam hal ini mediator yang membuat suatu kesepakatan 
mediasi tersebut. Mediator bertanya apakah hasil kesepakatan ini dibuat secara 




Mediator menjelaskan tentang akibat-akibat hukum dari suatu mediasi. 
Mediator disini menjelaskan bahwa akibat hukum dari mediasi yang nantinya para 
pihak bisa memilih mana yang terbaik dan mana yang tidak baik. Tujuan dari mediasi 
adalah agar dapat menyelesaikan sengketa perdata yang diselesaikan dengan cara 
mediasi atau damai. 
Apabila kesepakatan tersebut diselesaiakan dengan cara mediasi oleh para 
pihak, kesepakatan tersebut dapat segera dilaksanakan. Akan tetapi mediator disini 
mempunyai tugas dan kewenangan agar kesepakatan tersebut sah dihadapan hukum 
maka mediator membuatkan akta perdamaian yang nantinya ditanda tangani oleh 
kedua belah pihak. 
Kekuatan dari putusan perdamaian yang dihasilkan dari mediasi bersifat tidak 
In Kracht. Karena dalam jangka waktu yang ditentukan, para pihak diharuskan 
memberikan hasil kesepakan kepada hakim mediator baik berupa keputusan untuk 
berdamai atau tidak berdamai kemudian mediator membuat surat putusan dari hasil 
kesepakatan tersebut yang akan diserahkan kepada majelis hakim di Pengadilan 
sebagai laporan dari hasil mediasi. Untuk itu, hasil kesepakatan dari mediasi masih 
dilanjutkan kepengadilan atau letigasi. Kemudian dari hasil keputusan mediasi yang 
dilanjutkan di Pengadilan menghasilkan acta perdamaian oleh hakim. Akibat hukum 
dari putusan yang diselesaikan melalui upaya damai adalah sebgai berikut: 
1) In Kracht Van Gewijsde (Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap) 
Dalam Pasal 1851 KUHPerdata dikemukakan bahwa semua putusan 




tetap seperti putusan Pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Selain itu 
putusan perdamaina melalui mediator juga mempunyai kekuatan eksekuturial yaitu 
kekuatan yang melaksanakan putusan pengadilan pada akta otentik yang dikepala 
akta tertulis dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA” dengan adanya kekuatan hukum tersebut 
apabila para pihak tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan dalam suatu akta 
perdmaian tersebut maka para pihak tersebut langsung mendapatkan sanksi berupa 
eksekusi secara paksa (putusan dengan cara paksa). 
Apabila ada salah satu pihak tidak melaksankan suatu hasil kesepakatan 
dengan sukarela, maka eksekusi dapat segera dilaksanakan. Dalam hal ini tentu 
sangat merugikan para pihak tersebut dan ternyata tidak dapat dilakukan upaya 
hukum lain dan bisa jadi gugatan yang akan diajukan nanti tidak diterima di dalam 
Pengadilan Negeri Bulukmba. 
Tahapan perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap atau In Cracht 
yaitu keputusan Konsiliasi dan Negosiasi, karena keputusan dari proses perdamaian 
tersebut yaitu kesepakatan yang dibuat langsung oleh kedua belah pihak yang 
berperkara bukan dari hakim tunggal yang memediatori kemudian tidak berlanjut 
kepengadilan. Yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap atau In Cracht yaitu 
tahapan perdamaian secara mediasi karena kesepakatan perdamaian yang dilakukan 
oleh kedua belah pihak dibuat oleh hakim mediator kemudian dilanjutkan 




2) Tidak Dapat Diajukan Gugatan Baru Lagi 
Dalam proses Konsiliasi dan Negosiasi, apabila kesepakatan perdamaian 
sudah dibuat, maka para pihak tidak mungkin atau tidak dapat mengajukan gugatan 
baru lagi atas suatu perkara yang sama dalam suatu pengadilan karena sudah tidak 
ada lagi yang dipermasalahkan. Sama halnya dengan mediasi, keputusan dari mediasi 
juga tidak dapat diajukan kembali jika di dalam persidangan sudah mencapai putusan 
akhir. 
Menurut penulis, apabila para pihak mengajukan kembali perkara tersebut ke 
pengadilan, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke 
Verklaard). 
3) Tidak Ada Upaya Hukum Lain 
Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa putusan 
perdamaian itu adalah sama lainnya dengan putusan Pengadilan lainnya telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila suatu perkara sudah masuk dalam 
Pengadilan Negeri dan sudah dilakukan mediasi, maka perkara tersebut tidak bisa 
dilakukan upaya hukum lain. Oleh karena terhadap akta/putusan perdamaian tidak 
dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. 
Hal ini berarti dalam pokok perkara, para pihak yang telah dibuat akta 
perdamaian tidak diperkenankan atau tidak dapat melakukan upaya hukum lagi 




Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR bahwa terhadap 
perdamaian (putusan perdamaian) tidak diizinkan banding.
6
 Sejak semula terhadap 
putusan perdamaian tidak diperbolehkan mengajukan banding, karena pada saat 
putusan perdamaian terwujud, sudah melekat nilai kekuatan hukum seperti putusan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7
  
Satu-satunya upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh para pihak yang 
merasa dirugikan dengan adanya putusan perdamaian itu adalah mengadakan 




4) Dapat Dieksekusi 
Putusan perdamaian juga mempunyai kekuatan eksekusi karena putusan 
perdamaian itu dapat langsung dieksekusi apabila pihak-pihak yang membuat 
persetujuan perdamaian itu tidak mau melaksanakan persetujuan yang disepakati 
secra sukarela.
9
 Suatu putusan dapat dieksekusi apabila para pihak disini tidak dapat 
melakukan sesuatu, terutama dalam hal ini adalah pihak yang kalah dalam melakukan 
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sesuatu perundingan, pihak yang kalah tersebut dihukum untuk membayar sejumlah 
uang kepada pihak yang menang. 
Dalam putusan perdamaian, bukan saja kekuatan hukum mengikat yang 
melekat pada putusan perdamaian, namun sekaligus kekuatan eksekutorial. Apabila 
salah satu pihak enggan melaksanakannya “secara sukarela” (vrijwilling), pihak lain 
dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, supaya pihak 
yang ingkar dipaksa memenuhi isi putusan perdamaian dan jika perlu dapat diminta 
bantuan kekuasaan umum (kepolisian).
10
 
5)  Analisis Putusan  Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.BLK 
1. Duduknya Perkara 
Putusan nomor 22/Pdt.G/2015/PN.BLK menjelaskan permohonan gugatan 
oleh A. Sumiati, S. Sos binti A. Enre Amirullah Dg. Mallongi, berumur 61 tahun, 
bertempat tinggal di jalan A. Pangeran Pettarani Lorong 2 No. 3 (samping kiri Toko 
Sinar Manguluang), kelurahan Tanah Kongkong, kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten 
Bulukumba disebut sebagai Penggugat, mengajukan gugatan kepada Hafifah 
bertempat tinggal di Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang dalam perkara 
disebut sebagai Tergugat I dan ahli waris dari H. Ambo Tang masing masing 
bernama; H. Hasanah Amhas, Makbul Amhas, Adilah Hukmiah Amhas, Masyur 
Amhas, Zakiyah Amhas dalam perkara disebut sebagai Tergugat II. 
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Objek sengketa pada perkara ini adalah 2 bidang tanah perumahan yang 
terletak di kampung Tagombang, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang 
(sebagaimana SPPT PBB Nomor Obyek Pajak 73.02.010.001.008.0008.0 Tahun 2015 
Atas nama wajib pajak Bibu Bandulu). Dalam gugatan dipersidangan Penggugat 
meminta ganti rugi kepada Tergugat I dan tergugat II atas tanah miliknya karena oleh 
tergugat I dan tergugat II mendirikan bangunan ditanah tersebut tanpa sepengetahuan 
pemilik tanah (dalam hal ini Penggugat). 
2. Pertimbangan Hakim Mediasi 
   Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa 
dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat 
keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya 
kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal 
maupun yang bersifat materil, sampai dengan adanya kecakapan teknik 
membuatnya. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri 
hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral 
jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, 
atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritisi maupun kalangan 
praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak 
dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi. 
Pertimbangan hakim terhadap tergugat sebagai berikut:  
Menimbang; Tergugat I dengan sengaja menggunakan, menempati, medirikan 
bangunan di atas tanah perumahan seluas ±554m
2 




kampong Tagombang, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten 
Bulukumba tanpa seizin dari penggugat. 
Meinimbang; Terguagat II dengan sengaja menggunakan, menempati, 
medirikan bangunan di atas tanah perumahan seluas ±283m
2 
milik Penggugat yang 
terletak di kampong Tagombang, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, 
Kabupaten Bulukumba tanpa seisin dari penggugat. 
3. Amar Putusan  
MENGADILI; 
(1) Menghukum kedua tegugat tersebut untuk menepati persetujuan tersebut 
yang telah dimufakati. 
(2) Menghukum kedua Tergugat untuk memebrikan ganti rugi kepada 
Penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam akta perdamaian. 
(3) Menghukum penggugat untuk membayar baiaya perkara yang sampai saat 
ini sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah). 
4. Analisis penulis 
Berdasarkan proses mediasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak yang 
berperkara kemudian dicantumkan dalam akta perdamaian. Bahwa pertimbangan 
hakim majelis untuk mejatuhkan putusan ini melihat ganti rugi yang diberikan serta 
perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat. Sebagai akibat dari perbuatannya 
penulis berkesimpulan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan akta 
perdamaian telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan apa 




dimana hakim menjatuhkan hukuman kepada pihak yang menang „penggugat‟ untuk 
membayar biaya perkara, hal ini tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku 






1. Proses mediasi di Pengadilan Negeri Bulukumba melalui beberapa proses, 
proses pra mediasi, proses mediasi, dan Proses akhir mediasi. Didalam proses 
akhir mediasi akan dibuatkan akta perdamaian yang dibuatkan oleh mediator 
dan diputuskan dipersidangan oleh majelis hakim. 
2. Kekuatan hukum putusan mediasi di Pengadilan Negeri Bulukumba yaitu 
bersifat tidak In Cracht. Karena dalam kesepakatan kedua belah pihak di 
putuskan oleh hakim mediator kemudian keputusan tersebut dilanjutkan ke 
litigasi pengadilan, oleh hakim diwujudkan akta perdamaian atau Acta Ava 
Dading. Keputusan perdamaian yang bersifat In Cracht adalah putusan yang 
dibuat langsung oleh kedua belah pihak tidak melalui hakim mediator dan 
tidak lagi dilanjutkan melalui litigasi atau pengadilan, Putusan perdamaian 
tersebut berupa putusan pada penyelesaia sengketa secara negosiasi dan 
konsiliasi.  
B. Implikasi Penelitian 
1. Agar proses mediasi di Pengadilan Negeri Bulukmba dapat dilakukan secara 
bermusyawarah tanpa adanya pihak ketiga, agar keputusan yang diambil 
benar-benar putusan dari kesepakatan antara kedua belah pihak. 
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2. Agar keputusan dari proses mediasi dapat berkekuatan hukum tetap atau In 
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